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TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASlLAN BAG[ PEGAWAT NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGA.N PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA 

Mcnimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUI'ATI BARITO UTA.RA, 

a . bahwa perbaikan kesejahteraan _pegawai diperlukan unruk 
meningkatkan disiplin dan motivasi kerja dalam rangka 
mendukung produktivitas scrta komitmen opti.malisasi 
pclayanan publik; 

b . bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (I) Peraturan 
Menteri Dalam Nege1i Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahao Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negcri 
No1nor 13 Tahun 2006 tent.ang Pe<loman Pcngelolaan 
Keuangan Duerah, Pemerintah Dacrah dapat memberikan 
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negen Sipil 
berd.asarkan pertimbangan yang obyekti f dengan 
memperhatikan kcmampuan keuangan daerah dan 
memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Dacrah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
U ndangan; 

c. bahwa Tambahan Penghasilan bagi Pcgawai Negeri Sipil 
di lingkungan Peroerintah Kabupalen Barito Ucara celah 
ditt:l.upkan berda:.arkan Pcraturan. Bupati Barito Utara 
Nomor 80 Tahun 2017, namun sudah tidak scsuai lagi 
sehingga pcrlu dilakukan penyesuaian; 

d. bahwa bcrdasark.an pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada hunlf a, hunlf b dan huruf c, perlu mcnctapkan 
Pernturan Bupati Barito Ut.ai:a tentang Tambahan 
Penghasilan bagi Pegawai Negc1i Sipil di Li:ngkungan 
Pemerintah Kabupaten Barilo Utan,. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19:\9 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 centang 
Pembentukan Daerdh Tingkal 1T di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembara.n Negara 



Nomor 1820) sebugaimana telab bcbcrapa ka1i diuba h, 
tcrakhfr dengan Undang-Undang Nomor 8 Tflhun 1965 
lentang Pembentukan Dacl'ah Tingkat JI Ta.nab Laut, 
Daerah Tingkat D Tapi.n dan Daernh 'l'ingkat I[ Tabalong 
dcngan menguhah Undang-Undang Nomor 27 Tahun l CJ59 
Lentang Penetapan Undang-Undang Daruml Nomor 3 
'l'ahun 1953 tcntang Pemhentukan Daerah Tingkat II 
di Kalima.ntan (Lembaran Neg1,1ra Republik lncloriesia 
Tahun I 965 Nomor 51, 'fambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tcntang 
Perbendaharaao Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmb<1rnn 
Negar& Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Kcuangan ct:ui Tanggung Jawab 
Keuaogan Negara (Lemba.ran Negarn RepubLik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara 
Rcpublik Jndonesi,1 Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pefoyanun 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Tndcmesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201'1 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Non10r 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Jadonesia Nomor 5494); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 l4 tentang 
Pemerinta.han Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
lndonesja 'l'ahun 20 L4 Nomor 244, Tambahan Lt:m.baran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, lerakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 t:Rhun 2015 tentang Perubahan Kedua 
At.as Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
PemeriJ1tahan Dacrah (Lembarnn Nega:ra Republik 
Indonesia Tahu11 2015 Nomor 58, Tn.mbahan Lembaran 
Negara Republik lodonesia Nornor S679); 

8. Peralunm Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 tcntang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
lndoaesi<1 Tahun 2005 Nomor 140, Tambaha.n Lembai·an 
Negara Republik lndonesja Nomor 4578); 

9. Pera.tu.ran Pc1nerinlah Nomnr 53 Tabun 2010 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 



Republik lndonesia Tahun 2010 Nomo.r 74, Tambahan 
Lembarai1 Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

10. Peraturan Pcrm:rintah Nomor 18 Tal1w1 2016 tentang 
PerangkaL Daerah (Lembaran Negara Rcpuhlik [ndonesia 
Tahun 2016 Numor 114, Ta.ml),.jhan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. PcrnLuran Pcmerint.uh Nomor 11 Tahun 2017 Lt'.ntang 
Manajemen Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran Negarn 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tarnhahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6037); 

12. Pcraluran Prcsiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2 018 tentang Pengadaan Bornng/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tabur1 2018 
Nomor 33); 

13. Pernluran McuLt:ri Dalam Ncgcri Nomor 13 Ta.bun 2006 
tentang Pcdoman Pcngelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana Lelah beberapa kuli diubah, terakh.ir dengan 
Peratura.11 Menteri Dalan1 Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
teutang Perubahan Kedua Atas Peraruran Menteri Dalan1 
Ncgeri Nomor 13 Tuhun 2006 tenLang Pedoman 
Pengelolaan Kcuanga n Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 l Nomor 31 O); 

14. Peratunm Mentcri Negara Pendayagunaan Aparanu· 
Nega ra Nomor PF-R/220/M.PAN/7/2008 Lentang Jabata.n 
F'ungsional Audilnr dan Angka Krcdilnya sebagaimana 
lelah dittbab dengan Pcraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reronnasi Birokrasi 
Nomor 5 1 Tah un 2012 tenta.ng Perubahan Atas Peraturnn 
Menteri Negara Pendayagunaan Apnratur Negara Nomnr 
PER/220/M.PAN/7 /2008 Lentang Jabalan F'ungsional 
Auditor dan Anglru Kreditnya (Berita Negarn Republilc 
Indonesia Ta.hur1 20 12 Nomor 863A); 

15. Peraruran Mentcri Ualam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
Leutang Pedoman Pemuenlukan dan Kla.sifi.kasi Cabang 
Ditias dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Bcrita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

16. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
Ltmtang Pcmbcn1 ukan Unit Kerja Pengadaan Rarang/ Jasa 
di Lingkw1gan Pemerintah Daer.tli Prnvinsi dan 
Kabupalen/Kota (Berita Negara Republik lndoncsia Tahun 
2018 Nomor 1543); 

17. Peraturan l:fadan Kepegawaian Negara Nomor 24 
Tahun 2017 l.t:ntang Tara Cara Pernberian Cuti Pegawai 
Negcri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1861); 

18. Peraturan Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang/ ,Jasa 
PemcrinLah Nomor 14 Tahun 2018 lenl.ang Unit Kerja 



Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Reyublik Lndoncsia 
Tahu.o 2018 Nc>mor 767); 

19. T<eputusan Mcnteri Pendayagunaan Aparalur Negara 
Nomor 150/KEP/M.PANi 11/2003 tenlBnK Jabatan 
f'ung:sional Penguji Kendarnan Oermotor dan Angka 
Kredilnya. 

20. Peraturan Dacrah Kabupalen Bi:irito Utara Nomor 2 
Tahu.n 2016 tentang Pemhenl.ukan dan Susunan 
Per-angkat Dacrah Kabupaten Barito Utat-a [Lcmbaran 
Oaernh Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan l.embaran Daerah Kabupaten 0:-irit.o Utara 
Nomor6); 

21. Per.:11uran Bupali Barito Utara Nomor 38 Ta.bun 2016 
tenlLJnK Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pcrangkat 
Daerah Kahupalen Barito Ut.u-a sebagaimana telah dua 
kali diubah, terakhir dengan Peracuran Bupati 
Barito Utara Nomor ::l2 Tahu11 2018 teotang Perubahan 
Kedua Atas Pcraturan Rupali Barito Utara Nomor 
38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja P~angkal Dacrah Kabupaten Raritn Utan1 (Berita 
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 20 J 8 Nomor ,12); 

22. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahwi 2017 
Lentang Pcmbcntukan Unit Pelaksan:.i Tekais Pada Dinas 
Daerah di Lmgkungan Pcmerintah Kabupat.en Barito Ut.ara 
(BerilD Daerah Kabupatcn Barito Utarn Tahun 2017 
Nomor 70) sebaguimana tclah diubah dengan Peratlrrnn 
Bupati Bari.to Uta ra Nomor 35 Tahw1 2018 tentang 
T'CJubahan Atas Peraluran Dupati .l::larito Utara Nomor 70 
Tahun 2017 tcntang Pembenl.ukan Unil Pelaksana Teknis 
Pa.da Dinas Dacrah di Lingkungan Pemerinl·ah Kabupatcn 
Barito Utara (1:krita Dacrah Kabupal'en Barito Utara 
TaJ1un 20 !8 Nornor JS); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI 'l'ENTANG TAMBAHAN PENGHASlLAN 
BAC11 PEGAWAJ NEGERI STPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN □Al~ITO lITARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peralurau Bupati ini yang dirnaksuu uengau : 

1. Daerah adala h K.a bupatcn Bari to Uta.ra. 

2. Pcmerintah Daerah adalah Pe.me.Tintah Kabupateu Barit.o Utara. 

3 . Bupati adalah Bupati Barito Utara. 



4. Perangkat l)aerah adalah l'erangkat Dacrah di Lingkungr.tn Pt:merinLah 
Uaerah. 

5. Kepala Perangkar Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Lingkungan 
Pcmcriotal1 Daerah. 

6 . Trunbahan Penghasilan adalah insentif atau penghasilan tarn.bahan selain 
gaji yang diberikao kcpada Pegawa.i yang bekcrja di Lingkw1gan PemerinLah 
Kabupalen Bari to Utara yang dimaksudkan untuk perbaikan kesejahreraan 

pegawai. 

7. Run1ah Sa.kit Umum Dat:rah ya.rig sdanjuLnya disingkal RSUD adalah 
l~umah Sakit Umum Daerah Muara Te.weh. 

8 . Unit Kcrja Pcngadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ 
adalah unit ke.tja pada Pemerintal1 Dacrah yang mcnjadi pusat kcwiggulan 
Pt:ngadaan Barang/,Jasa. 

9. Pimpinan UKPBJ adalah Kcpala Bagian Pcngadaan Barang Jasa 
di Selcretariat Oaerab sebagai Kepala UKPBJ. 

10. Kelompok Kerja Pe.milihan yang selanjutnya disebut Pok;ja Pemiliha.n. adalah 
Sumber Daya Manusia yang ditetapkan olch Kepala Bagian Pcngadaan 
Barang/ Jasa Pc1ncrintab Dacrah unt\.1k mengelola pemilihan Penyedia. 

1 1 . Anggarun Pendnpatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Dacrah yang dibahas 

dan disetujui bcrsama olch Pcmcrintah Dacrah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Dacrah dan ditctapkan dcngan Pcrnluran Dacrah. 

J 2. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabt1paten Barito Utara 

tempat menyimpan uang daerah yang ditcntukan oleb Bupati guna 
menampung seluru.h pei1erimaan daerah dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran dacrah. 

I~- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah p1·ofcsi bagi 
Pegawai Ncgcri Sipil dan f'cgawai l'emerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
bekerja pada insta.nsi pcmcrintah. 

14. Pegawai Nege:ri Sipil yang sela.njutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 
lndonesia yang memcnuhi. syarat tcrtcntn, diangkat scbagai pcgawai ASN 
oleh pemhina l<epegawa.ian umuk mendnduki jabatan pemerintahan. 

15. Calnn Pegawai Negeri Sipil, yang selnnjurnya disingkar CPNS adalnh Warga 

Negara Tndonesia yang melamar, lulus seleksi, d.iangkat dan dipersiapkan 
untuk menjadi PNS sesuai dengan ketent:uan Perundang-Undangan yang 
bcrlaku. 

16. Jabatan adalal1 kcdudukan yang mcnunjukkan fungsi, tugas, tanggung 
jawab, wcwcnang dan hak scorang pegawai ASN dalam suatu satuan 
organisasi. 

17. Jabatan Pimpinan Tinggi yang sela.njutnya disingkat JPT adalah 
sckclompok Jabatan tinggi pacla instansi Pemcrintal1, terdiri dari 
JPT Uta.ma, JPT Madya, JPT Prata.ma. 

18. Pejabat Pimpinon Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT. 



19. ,lal>atan J<'ungsional yang selanju tnya disingkat Jr' aclalab sekelompok 
Jabatao yang berisi [ungsi clan tugas berkaitan dcngau pelayanan 
fungsional yang berdosarkan paua kcalilian dan keterampilan terlentu. 

20. PejFJhFJt Fungsional adalal1 Pcgawai ASN yang mendu<luki JF pacla instansi 
pemerintah. 

21. Jabatan Aclminislrasi yang selaojutnya disingkat JA adalah sekelompok 
Jabatan yang berisi fungsi dun tugas berkaitru1 dengan pelayunun publik 
serla adn1iniscrasi pemerintahan clan pembangunan. 

22. Pcjabat Administrasi udaluh Pcgawai ASN yang menduduki JA pada 
instansi pemerintah, dengan jenjang JA dari yang paling ti nggi ke yang 
paling rcndah terdiri atas Pej.il>al Administrator, J>cjabat Pengawas, Pejabal 
Pelaksana. 

23. Pcjabat Administrator adalah Pegawai ASN yang benanggungjawab 
memimpin pelaksFJnaan selurub kegiala.t1 pclayanan publik serta 
administrasi pcmcrintahan clan pembangunao. 

24. Pejabat Pengawas adalah 
1ncngendalikan pelaksanaan 
pelak.sa11a. 

Pegawai ASN yang bertanggungjawab 
kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 

25. Pcjabat Pelaksana adaluh Pcgawai ASN yang bertanggung jawab 
melaksane.kan kegiatan pelayanan puulik scrta adm.i.n.istrasi pemerintahan 
dan pcmbangunan. 

26. Sanksi Pemotong,an adulah hu.kuman atau disinsentif atas ketidakhadiran 
kerja kedinasan berupa pengurangan jumlah nilai nominal rupiah 
pcmbayaran Ta.mbahan Penghasilan PNS uan CPNS dcngan persentase 
yang clitcnhtkan. 

27. Beban Kerja adalah besar-an pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu 
jabatau/ unit organisasi dan menlp.ikan hasi l ka.lj antara volume kerja dan 
nonna wak.tu. 

28. Kclangkaan Profesi ttda lah bi.dang pekerjaan yang dibebankan kcpada 
pcgawai clengan keterampilan khusus/keahlian Lerlenru dan langka. 

29. Tenaga Medis adalah PNS pada uni l layanan kesehatan yang bckerja 
dengan kcahlian profesi di bi.dang medis atau kesi::hatan, sepcrti dokter, 
perawat, rlan posisi-posisi lain yang berhubungan denga n pelayanan 

pengobatan kep11cill pasien. 

30. Jabatan Fun.gsional Audil.or adalah jenis jabatan ft.mgsional profesional 
PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau 
kett:rampilan di bi.dang pengawasan intern pemerin1.ah. 

31. Koordinator Wilayah Kecamatau Bi.dang Pendidikan adalah PNS sebagai 
koordinator unit kerja non strukluraJ yang melak.sanakan urusan 
pemeriotahan bidang pendidikan di masing-masing kecamatan; 

32. Kepala Satuan Pelayanan Pengendalian Pcnduduk dan Keluarga Berencana 
adalab PNS sebagai ko<lrclinator unit kerja non strukt ural yang 
ro.elaksanak.an urusan pemerintaban bidang Pengendalian Penduduk clan 
Kcluru-ga Bcrencana di masing-masing kec:amatan; 



33. Penguji l<endaraan Dermotor c1dalah PNS yang cliberi tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

tmtuk mel:1kukai1 tu.gas pengujian kendar.ian bcrmotor. 

BABU 
KRJTERLA PEMOF:RlAN TAMBAHAN PENUHASlLAN 

Pasal 2 

(1) Tam.bahan Penghasilan dibcrikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan 
Pen1crintah Kabupaten Brui to ULara. 

(2) Tambahan Penghasilan sebugaimana dimaksud pada ~yat (I) diberikfln 
berdasarkan Beban Kerja da.n Kelai1gkaan Profesi. 

Pasal 3 

(1) Tambahun Pcnghasilan berdasai·kan Beban Kcrja sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 ayat (2) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan 
Pimpinan Tinggi, Jabat.an Administrasi, dan Jabatan Fungsional. 

(2) DaJam hal PNS sebagaimana dimaksurl pada ayat 11) diangkat sebagai 
Pimpinan UKPBJ, Kasubbag pada UKPB,J, Anggota Pokju Pcmilihan dan 
Pejabat Fungsional padfl UKPBJ, maka Tumbahan Penghasilan yru1g 
dibcrikan adalah Trunbahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada 

UKPBJ. 
(3) Dalam haJ PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam 

jabatan f1Jngsional scbagai Audilor Utam.a, Auditor Madya, Auditor Muda, 
A1.1ditor Pertama dan Auditor Terampil, maka Tambahan Pcnghasilu.t1 yang 
cliberikan adalah Ta1nbahan Penghasilan Bcrdasarkan Beban Kerja unluk 

Tenaga Auctitor. 

(4) Ualam bal PNS seb:~gaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai 
Koordinalor Wilayah Keca.matan Bidang Pendidikan, m,'lka Tambal1an 
Pengbasilan yang cliberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan 
Beban Kerja unluk Koordinator Wilayah Kecaroal.un Bidang Pendidikan. 

(5) l)alam bal PNS sebagaimana dimaksu<l pada ayat [l) <liangkal sebagai 
Kepala Saruan l'clayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarg,i 
Berencana, maka Tainbahan Penghasilan yang diberika11 adalah Tambahan 
Pcnghasilan BeTdasarkan Beban Kerja uncuk Kepala. Satuan Pelayanan 
Pengcndalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

(6) Dalam ha1 PNS sebagaimana dimaksud pada ayat [ll ciiangkat dalam 
jabatan fungsional sebagui Penguji Kcndaraan Bermotor Penyelia, Penguji 
Kendaraan Bcrmotor Peloksana Lanj1.1tan, Penguji Kcndaraan Bennolor 
Pelaksana, Penguji Kendaraan Bcnnotor Pelaksana Pemula, rrtaka 
Tambahan Penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan 
Berdasarkan Bebao Kcrja untuk Penguji Kcndaraan Bermolor. 

Pasal 4 

( l) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Pro!esi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), diberikan kcpada Tenaga Medis: 
a. dolcter Spcsialis Penyakit Dalam; 



b. dokter Spesialis Kebidantm dan Kandungan; 
c. doktcr Spesialis Anak; 
d . dnkter Spesiru.is RedaJ1; 
e. dok1er Spcsialis Anestesi; 
f. dokter Spesialis Radiologi; 
g. dokter Spesiahis Patologi Klini.k; 
h. doktcr Spesiallis Bedah Mulut dan Maksilofasial; 
i. dokter Spcsialis 8yflmf; 
J. dokier Spcsialis Jantung; 
k. dokter Spi::sialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan rn-IT): 
l. dokter Spesialis Mata; 
m. doktcr Spesia\is Rchabilitasi Medik; 
n. dokter Spesialis Orthopcdi; 
o. dokt.er Umwn dan dok.ter Gigi Penugasan Khusus Resideo Senior Pasca 

Jenjang I; 
p. dokter Umwn dan dokter Gigi; 
q. dokter Hewan; 
r. pcnata /meslesiologi; ciao 
s. pcrobantu Pena.la Anestesiologi. 

l2) Oalam hal PNS <lengan Jabatc'Ul Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi 
meroilik:i keahlian profcsi sebagai dokter spcsialis serl.a dokter umum <lan 
dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tambahan 
Penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan bcrdasarkan 

Kelangkaan Profesi. 

Pasal 5 

(1) Tambahan PenghasiJan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 clan pasal 4 
dibayar setiap bu Ian menurut kehad.i.ran tugas kedina.san pada hari kerja, 
kc:cuali hari libu:r resmi dan cuti bersama dari Pemerintah sesuai daJtar 
hadi,- yMng dikctahui oleh Kepala Pcrangkat Daerah. 

(2) Apabila terdapal ketidakhadiran/abscn, roaka besaran tarobahan 
pcnghasilan yang dil.<!rima akan dikenakan San.ksi Pemot.oogan sesuai 
kelenl.uan yang diperhitungk<.1n pada bulan berikutnya. 

(3) Resaran Tambahan Pe.nghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
adalah jumlah kolor sebelum dipolong pajak. sesuai keLentuan yang 

berlaku. 
Pnsal 6 

Tambahan Penghasilan sebaga.imana dimaksud dalam pasal 3 dan pasa] 4 

tidak dibcrikan kepada: 
a. PNS yang berstatus Masa Persia.pan Pensiun (MPP); 
b . PNS yang mengambil Cuti DiJuar Tanggungan Negara; 
c. PNS yang sedang mel.aksanakan Togas Belajar, 
d. PNS yang berstatus tcrsangka at:au terdakwa atau lerpidana; 
e. PNS yang sedang menjalani pe.mberhcntian sementara; 
f. PNS Pemerin I.ah Dacrah yang berstatus sebaga.i pegawai titipan pada 

Pemcrintah Da.er-...i.h lain; dan 
g. PNS diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Oaerah (KPUD) 

Kabupal.en Barito Utara. 



Pasal7 

Tan1bahan Penghasilan sebagaimana cLimaksud dalam pasal 3 clan pasal 4 
tetap diberikan tanpa dikenakan Sanksi Pemotongan kepada: 

a. PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas; 

b . PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pclatihan (Diklat) Kedinasan; 

c. PNS yang mengam.bi] Cuti StikiL dengan disertai Surat Kctcrangan dari 
dokter pemcrintah; 

d. PNS yang mengambil Cuti Melahirkan dcngan disertai Sura l Keler.ingan 
dari dokter / bidan pemerintah; serta 

e. PNS yang mcngambil Cuti Besar dan Cui:i Karena Alasw1 Penting khusus 
untuk kcpcrluan ibadah. 

Pasal8 

Ketentuan Sanksi Pemotongan Tam bahan Penghasilan sebagaimana ctimaksud 
dalam pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berik.ut: 

a . PNS yang tidak mengikuti apel pagi/ sore, per apcl dikenakan pemotongan 
sebesar satu persen (1 %); 

b. PNS yang mengikuti. apcl pagi. dan apel sore, tetapi tidak masuk kcrja tanpa 
kelerangan, per orang per hari dikenakan potongan sebesar dua persen 
(2%); 

c. PNS yang tidak masuk kerja tanpa kelerangan, per orang per hari 
dikcnakan potongan sebesar empal pen;en (4%); 

d . PNS ya.ng izin lebih dari 10 hari, dikenakan potongan sebesar Lima persen 
(5%); 

e . PNS yang mengambil Cutj Tahunan, dikena.kan polongan scbesar lima 
pcrs.cn (5%); dan 

f. PNS yang mengambil Cuti Besar dan Cuti Karena Alasau Penting yang 
bukan untuk keperluan ibadah, dikcnakan potongan sebesar lima persen 
(5%). 

Pasal 9 

Uang Sanksi Pernolo.ngao Tam.bahan Penghasilan scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah. 

Pasal 10 

Besaran Tan1bahan Penghasilan sebaga.imana dimaksud dalwn pasal 2 dan 
perhitungan Sanksi PemoLOngau sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagi.an tidak 
terpisahkan dari Pcraturan Bupati mi. 

Pasal 11 

'fambahan Penghasilan di.bebankan pada APBD Kabupaten Barito Utara yang 
dianggarkan d.alam belanja tidak langsung pada Dokumen PelaksanHa.n 
Anggaran di masing-masing PerangkaL Daerab. 



BAB ill 
KETH;NTUAN IAIN-LAJN 

PasaJ 12 

Pada saat Pcraturan BupaLi ini mulai berJaku, maka Peraturan Bupati 
Barilo ULara Nomor 80 Tahun 2017 nc:nw.ng Pemberian Tan1baba11 Pcnghasilan 
bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barilo Ularn 
(Be rim Daernh Kabupateo Bari to Utara TahWl 2017 Nomor 80), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

BAB JV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai uerlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seLiap orang mengetahuinya, memerintahkan peogundangan Pera.tu.ran 
Bupali ini dengiin penempatannya dalam Bcrita Dat:rah Kabupaten 
Barito Utara. 

.Diundangkan di M uara Teweh 
pada tanggal 2 Januari 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO UT.ARA, 

ttd 

JAINALABIDlN 

Ditetapkan di Muara Tcwch 
pada tanggal 2 ,Januari 201Q 

BUPATI BARITO UT.ARA, 

ttd 

NADALSYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTA.RA TAHUN 2019 NOMOR .. !!-: ... 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN tlOKOm, 

,Juu 
NIP. 19710921 199803 1 004 



LAMPlRAN 
PERA'fURAN BUPATI BARlTO UTARA 
N0MOR .. ;.,. ... TAHUN 2019 
TENTANG TAMBAHAN PENOHASILAN BAGI PEGAWAJ NEGER1 
SIP1L DI LINGE<UNOAN PEMER[NTAH KABUPATEN BARlTO UTARA 

BESARAN TAi\lIBAHAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN SANKSI PEMOTONGAN 
TAMBAHAN PENOHASILAN BACI PEGAWAI NEGERl SIPIL DJ LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO u·rARA 

I No. I 
KOMPONEN 

I I TAMBAHAN JABATAN 
PENGHASll.AN IESE:1,0N DAN 

/BUL>\N NON ES.ELON! 

I z l 

I, Pela.bat ASN 

I I 
Rp. ll'l.000.000 a - JP']' Pnua m~ 

2. b Rp. 7 ,ts00.000 

3. " Rp, 4.250,000 
~ 

Pejttbat 

4. Administrator 
b Rp, 3.400,000 

5, a Rp, 2.3110.000 
r-- Pejs.bs.1 

6, Pcnsa,was 
b Rp. 2.oso.000 

TIDAK APEL PAG!/ 

I 
~ 

Tl! 

l 

MENO!KUTI /\PEL 
PAC'.ll DAN SORE 

s 

1K I TlDAK MASUK KERJA 
1'AXi'A l<E'l'ERA.'fGAN, 
PER ORAN(.; PER HARi 

DIPOTO:-IG 
(4%) 

I • 
A, TAIIBAHJillt P&NGJl¥ILAII BJl:RDA8ARK,\lf BEBAB KERJA 

Rp. 150.000 I Rp. 300.000 Rp. 600.000 

Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 300.000 

Rp. 42.500 Rp. 85.000 Rp. 170.000 

Rp. 34,000 Rp. 68.000 Rp. 136.000 

Rp. 23.500 Rp. 47.000 Rp, 94.000 

Rp. 20.500 Rp. 41.000 I Rp. 82.000 

CU'n TAHl.iNAN, CUTI 
BJ!:S."-R DAN CL"TI 
KAlillNA AIAS!\N 
PENT!NG SEL.\IN 

L 1\'l'UK l<EPERLUAN 
IBADAH, lZI)\ LEBIH 

DARI lO HARi 
DIPOTONO 

15 %) 

7 

Rp. 750,000 

Rp. 375.000 

Rp. 212.500 

Rp. 170,000 

Rp. 117.500 

Rp. Lll:2.500 

MA 
KE: 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

CUTI DlLUAR 
1'ANOOUNOAN 

a 

, . 
~PA 
31H 

JS.000.000 

7.500.000 

4.:250.000 

3.◄ 00.000 

2.JS0.000 

2 .oso.000 I 

I 



7 

J 
Golongan IV I Rp. 1.800.000 Rp. ]8.000 R_p. 36.000 Rp. 72.000 Rp. 90.000 Rp. 1.800.000 ,__ 

8 Gnlongan Ill Rp. 1.500.000 Rp. 15.000 Rp. 30.000 Rp. 60.000 Rp. 75.000 Rp. 1.500,000 "' - & 
11. cl Oolongan II Rp, 1.260.000 Rp 12.500 Rp. 25.000 Rp. 50 000 Rp. 62,500 Rp. 1.250,000 .Q ,__ d 

10. ,E Colong,:,.n I Rp. 1.100.000 Rp. II 000 Rp. 22.000 
I 

Rp. ¥.000 Rp. SS.000 Rp. 1.100 000 
' II. PNS pad~ UKPBJ 

l I. Pirnpinan UKPBJ Rp. 1.soo.000 Rp. 75.000 Rp, 150.000 Rp. 300.000 Rp, 375.000 Rp. 7 ,500.000 

12. Ka&Ubbag Rp. s.000.000 Rp. 50.000 Rp, 100.000 Rp, 200.000 Rp. 250.000 Rp. S.000.000 pads Ul{Pl3J 

13. Anggo,:a Poltja Rp. 
Pcmilihan 3.500.000 Rp. 35.000 Rp, 70.000 Rp, 140.000 Rp. 175.000 Rp 3.500.000 

14. Pcjabat Fungsjonal Rp. 2.500.000 Rp. 25.000 Rp. so.ooo Rp. 100,000 Rp. 125.000 Rp, 2.500.000 

111. l'ungslonal Auditor 

15. 1 Auditor Utama Rp. ' 6 .750.000 Rp, 57.500 Rp. 135 .000 Rp. 270.00D Rp. 337.500 Rp. 6.7SD.OUO 

16. Auditor .Madya Rp. B.250.000 Rp. 52.500 Rp. 105.000 Rp. 230.000 Rp. 262.500 Rp. 5.250.000 

17. Auditor Mt1d• Rp. 4 , 500,000 Rp. 45.000 Rp, 90.000 Rp [80.000 Rp 225.000 Rp. 4.500.00D 

18. Auditor Penama Rp. 3 ,760.000 Rp. 37.500 Rp. 75.000 Rp. l50.000 Rp. 187,500 Rp. 3.750.000 

19. Auditor Terernpil Rp. 3.000.000 Rp. 30.000 Rp. 00.000 Rp. ]20.000 Rp. 150.000 Rp. 3.000.000 

IV, Koordloa tor Wllayah 

20, l<oordinator Rp. 2.350,000 Rp. 2.J.500 Rp. 
Wileyah Kecama.Lan 

47.000 Rp, 9•1.000 Rp. 117.SO0 Rp. 2.350.000 
Bidang Pendidikan 

I 



I V. Kepala Satuan P•layanan 

2l. Kepota Saluan Rp. 2.315().000 I Rp, 23.500 Rp. 47.000 Rp. 94.000 I Rp. 1J7 500 Rp. 2.350.000 Pclayanan 
Pengendo.Uan 
Penduduk da.n KB I 

VI, Pell(lufl Kendaroan s~nnotor 

22. Pengaji Kcnc!aro.llJl I Rp. 3,400.000 Rp. 34.000 Rp. 68.000 Rp. 136.000 Rp. 170.000 Rp. J.400.000 Bermotor Penyelin 

23, l'euguji Kendsraan Rp. 2,350,000 Rp. 23.500 Rp. 47 .000 I Rp. 94.000 Rp. 117.500 Rp 2.350.000 Bermotor 
Pelal<sw,n Laniuuu, 

24. Pcngitji Kendarrui.n 
Bermotor 

Rp. 2 .050.000 Rp. 20.500 Rp 41.000 Rp, 82.000 Rp. 102.soo Rp, 2.050,000 
Pelllksana 

25. Peng\.tji Kendaraan Rp. 1 .800.000 Rp. 18.000 Rp. 36,000 Rp. 72.000 Rp. 90.000 Rp. 1.800.000 Berrnotor 

I Pela ksann Pem u •• 

8. TAIIJlAHAN Plll!JGHMILA.II BBRDA&ARXAR KJ:LJ\IJGKAAft PROJ'E8J 

26. Dokter Spesialls Rp. 30.000.000 Rp. 300.000 Rp. Penvnktt Dalam 600.000 R;,. 1.200.000 Rp, l.500.000 Rp. 30.000,000 
27, Dokter Speaialis 

Kebidanan dan Rp. 30.000.000 Rp. 300.000 Rp. 
Kandung,u, 600.000 Rp. 1.200.000 Rp. l.500.000 Rp. 30.000.000 

28. Doktcr Spe$1lllls Rp. 30.000.000 Rp. 300,000 Rp. 600.000 Rp. l.200.000 Rp, J.500.000 Rp. 30 000.000 A1,ak 

29. Ooktcr Spdliali5 
Rp. 30.000.000 Rp. 300.000 Rp, 600.000 Rp. 1.:200.000 Rp. 1.500,000 Rp. 30.000,000 Bedah 

30. Dok t,or Spesiahs 
Rp. 40.000.000 Rp. 400.000 Rp. 800.000 Rp. 1.600,000 Rp. 2.000.000 Rp. 40.000.000 Anestasi 

31. Dc,kter Spesialla 
Rp. Radioloai 30.000.000 Rp. 300,000 Rp. 600.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.500.000 Rp. 30.000.000 

3:2. Dok1.t:1 Spesialls 
PntoJott• Kbnik Rp. 30.000.000 Rp. 300,000 Rp. 600.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.500.000 Rp. 30.000.000 

33. Dokter Speslali& 
l.500.000 Bedah Mulut d,m Rp. 30,000.000 Rp. J00.000 Rp 600.000 Rp. 1.2()().000 Rp. Rp. 30.000.000 Maksilo(asilil 

34 Doktcr Spesialis 
Rp. Syaral 30,000.000 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1,500.000 Rp. J0,000,000 

. 



35. Dokcer SµesiaJ;s ' 
Jantun~ Rp. 30.000.000 Rp. 300.000 

36. Dolcte.r Spes,.aJis 
Telinga, Hidung Rp. 30,000.000 l~p. 300.DOO 
dan Tc-nannrokan 

37, Doktcr Speslells Rp. 30,000.000 Rp. 300.000 "1al.!l 
38. Dokter Spesiali!! 

Rchab1U1as1 Medik Rp. 30.000.000 Rp. 300.000 

39. Dokter Spesia.lis 
Ortbunedi Rp. 30.000.000 Rp. 300.000 

40. D<>kter Umum den 
Dokrer Gigi 
Penugasan Khusus 
Re.,qidcn Senior 

Rp. 7.500.000 Rp 75.000 

Pasco Jenjang I 

41 . Dok,erUmum Rp. s.000.000 Rp. 50.000 

42. Dokter Gigi Rp. 15.000.000 Rp, 50.000 
43. Dok1cr Hewen Rp. s .000.000 Rp 50.000 
44. Pc-nacs 

Rp. :1.000.000 20.000 Ancatesio!ngi ~p. 

45. Pr;mbanm Penatn 
Rp. l .2!!0.000 Rp. 12.500 Anestte,lologi 

Rp. 600.000 Rp. 1.200.000 Rp. 

Rp. GOO.coo Rp I 200.000 Rp. 

Rp, 600.000 Rp. l.200.000 Rp. 

Rp. 600.000 Rp. 1.200.000 Rp. 

Rp. 600,000 Rp. 1.200.000 Rp. 

Rp. 150.000 Rp. 300.000 Rp. 

Rp. 100.000 Rp. 200.000 Rp. 

Rp. l00.000 Rp. 200.000 Rp. 

Rp. 100,000 Rp. 200.000 Rp. 

Rp. 40,000 Rp. 80.000 Rp. 

Rp. 25,000 Rp. 50.000 j Rp 

1.500.000 Rp. 30.000.000 

1.500 000 
Rp. 30.000 000 

1.500.000 Rp. 30.000.000 

1.500.000 Rp. 30.000.000 

1.500.000 Rp. 30.000.000 

375.000 Rp. 7.500.000 

250,000 Rp. 5.000,000 

250.000 Rp. 5.000.()0() 

250.000 Rp. 5 000.000 

100.000 Rp. 2.0()().000 

!>2.500 I Rp. 1.2.,0.000 I 

BUPATJ BARITO UTARA, 

ttd 

NADALSYAH 
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